BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang — Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa “Desa

meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pengelolaan sumber dayanya
guna kemajuan dan kesejahtersan masyarakat. Sedangkan untuk menangani
masalah kesenjangan pembangunan pemerintoh dapat melakukan strategi
yang berawal dari pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan guna



memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dengan cara melakukan
pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. hal ini secara
efektif dapat meningkatkan kesejahtersan masyarakat desa. Dalam
pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari

sistem penyelenggaraan pemerintah dndonesia, sehingga desa memiliki

pembangunan, dan p
2017).

Terkait dengan dana desa, dana desa sendiri di peroleh dari beberapa
sumber yang pertama yaitu pendapatan asli desa seperti hasil aset. swadaya
dan partisipasi, gotong royong. dan lain-lain pendaputan asli desa. Kedua,
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja




pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan
berkeadilan. Ketiga, hasil pajak daerah dan retribusi KabupatenKota paling
sedikit 10% dari pajak retribusi daerah. Keempat, alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima KabupatenKota
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
dalam Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerh (APBD) setelah dikurangi
D Aokisi K. Keim, bantuen kg dar Angan Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan KabapatenKota. Keenam, hibah
don sumbangan yang tidak terikat pihak ketiga. Ketujuh, laio-lain pendapatan
desa yang sah.(Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa).

Berdasarkan dana desa setisp Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan olch
Pﬁln!, Eﬁ#;:_i_-'wnlkula mienefapkan dana desa untuk tiap desa diwhjthnya.
Duana des setinp desa di hitung secarn adil berdasarkan alokosi dasar, alokasi
yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, sngka kemiskinan, his
wih].mh_ serto tingkat kesulitan seografis seuqlwihph. Tingkat kesulitan
ditentukan  oleh  faktor ketersediaan prasarana pelavanan, kondisi

Miﬂlﬂi Oleh karena itu,

infrastruktur, dan aksesibilitas/transpor
besaran dana desa setiap desa akan berbeda sesuai dengan indikator yang ada

serta ketentuan lsinnya vang diatur dalam Peraturan BupatiWalikota.
Terkait tentang dana desa, rata-rata setisp desa di Provinsi Papua Barat
mendapatkan Rp 960 juta untuk dikelola seloma sefahun. Dana desa vang

dialokasikan untuk Papus Barmt terus meningkast sejak pertama kali



diluncurkan pada tahun 2015, Berikut adalah rincian besaran dana desa dari

tahun ke tahun.

Tabel |, | Besaran Dana Desa Yang Diterima

Mo Tahun Dana Di Terima Total Kensikan
I 2015 Bapis 0004, 000,000,600 1,
. 2006 Rpl 073, 0040, 000,000 141.03%
3 2017 R 3600000, 000, 000,00 26.51%
4 2018 Rp] 3300040000, (L 00 -221%
5 29 Ryl 5 10 00, 000 (04, 00 13.53%
[ 2020 Rpl 5600000000060 131%

Sermmbers pavpuraurra_fpk g

Di Kaobupaten Sorong sendiri terbagi dabum 30 distrik dan 226 desa yang

mempercleh dana desa dari APBN dan APBD, desa yang mendapatkan dana

desa yaitu desa yong tercatst dan mempunyai kode administrasi kementrion

dalam megeri Berikut merupakan daflar distrik vang berada di Kabiipaten

Sorong.
Tabel 1. 2 Jumiah Distrik di Kabupaten Sorong
Juminh

M Distrik ketarnhan den Kampung
1 Disirtk Mukbon I3
o Distrik Saluweati 7
3 Distrik Aimas 14
4 Distrik Muovamuk 11
5. Distrik Muonat 11
[0 Disirik Beraur 13
7 Distrik Sepet 9
# Distrik Klnmiono It
[ Distrik Savosa f
10 Disirik Sepun Y
11 Distrik Salawaty Selaton f
12 Dhstrik Klubot [
13 Distrik Klawak 12
14 Disirik Muudus Y
13 Distrik Klawl 3
16 Disirtk Kluso 7
17 Distrik Motsepen 9
18 Disirik Sorong 4
19 Distrik Bazun 9




20 Disirtk Wemak i
21 Distrik Sumook 7
22 | Distrik Buk 7
23 Distrik Saenpkeduk f
M4 Disirtk Malabotom Y
25 | Distrik Konkir 8
26 Dsirtk Klusafer 5
27 Distrik Hobard 7
28 | Distrik Salawati Tengah I
29. | Distrik Botwm -
30 Disirtk Savoss Tanur f

Sumber; Dt fDM, spikplus. pepucharatproe, gooil

Lebih _lanjut, Distrik: Salawati memiliki 4 (Empat) Kelurahan dan 3
{Tiga) Kampung. Berikat merupakan daftar Kelurdhan dan Kampung yang
berada di Distrik Salawati:

Tabel 1. 3 Jumlah Kelurahan dan Kampung di Distrik Salwwati

M, Kelurahan Kampung
L EKelurahom Kntmm Kompunz Rewn Sum
%5 Keturahan Majener Kimpang, Malaus

Eclumhan Majuran Kompunz Walal

Kelurshan Matawolul E

;_-.mm.- Dt IDA saikpiins papuabaraipror,go i

Diketahui bahwa tingkat perkembangan desg dikelompokan dalam lima
kafegori. voitu (1) sangat lertinggal, (2) tertinggal {3} berkembang. (4) maju,
dan (5) mandin. Menurut laporan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Papun Barsl memiliki status desa sangat
tertinggal sebesar (,.5045 pada tahim 2021, Secam rinci, dari total 1.742 desa
status desa sangal tertinggal sebanyvak 752 atau 43.14%, status desa tertinggal
sehanyak 840 atam 48,22%, status desa berkembang sebanvak 137 atau 7,8%
dan status desa maju sebamyak 13 atau

0,74%.

id’y. Hal ini dikarenakan pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat terhitung belum merata. Seperti




masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang tertinggal dan kurang
memadai, kurangnya fasilitas umum dan belum efektifiyn pengembangan
ekonomi masyarakal untuk menunjang pendapatan keluarga menjadikan
tingkat kesejahteraan terhitung masih rendah.

rimi Dana Desa
2 vang wajib dikelola
at kampung lersebul
Dana Desa vang tersalurkan da angunannya memprioritaskan
pembangunan  insfrastruktur  dan  pemberdoyaan  masyarakatuntuk
meningkatkan pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat
kampung yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat Kampung.



Berdasarkan penelitian terdahuly yang dilakukan oleh Pitopo (2019)
tentang “Dhampak Duna Desa Terhadap Kesejahteraan Masyvarakat di Desa
Cileles, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” wvang hasil
penelitiannya menunjukan dibutuhkan sebuah mekanisme structural dan legal
untuk menjamin bahwa masyarakal tkut sertn secara aktif dalam perumusan
kebijakan dana dess. dan suara mereka diprioritaskan dalam perencanaan
pembungeRiiaa dat iR e e i engan beik seheai
langkaky awal untuk menuju peningkatan kesejahiteraan sedangkan penelitian
Rumbou (2019} tentang “rplementasi Pengelolsan Dana Desa di Kampung
Mekurima Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua” yang
hasil penelitiannya mesunjukan bahwa implementasi pengelolaan dana desa
di kampung tersebut yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
penatausahann, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sepenubnyn dapat
memenuhi harapan idenl seperti yang divmanatkan dulam  Peraturan
Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana dess. Lain halaya dengan
enelitian yang dilskukan oleh Hulu (2018) tentang “Pengelolis Dana Desa
Dalam ‘Pemberdayaan mﬂt Desa” yang hasil penelitinnnya
menunjukan pengelolaan dana desa yang dilukukan oleh pemerintsh desa
tidak transparan. mnsy‘ami:at desa tidak aktif dalam berpartisipasi. dan

pemerintah desa lebih mendominasi dalam kegistan perencansan dan
pelaksanaan dana desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa
ditakukan secara vertikal tidak kepada masyarakat desa sehingea masyarakat

desa tidak mempercayai pemerintah desa. Kegistan pemberdayasn



masyarakat desa di abaikan dan dialihkan kepada pembangunan fisik.
Demikian penelitian Luju (2020) tentang “Pengaruh Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Terhadap Kesejahtersan Masyarakat Melalui pemberdayaan
Masyarakat Dess di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka™

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan pada latar belakang
masalah distss, moks permasalohan dalm penelition ini  adalah
“Bagaimanakahkontribusi pengelolan dana dess bagi kesejahteraan
masyarakat di Kampung Rawa Sugi dan Kampung WalalKabupaten
Sorong ™",



1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pengelolsan dana
desa bagi kesejahteraan masyarakat di Kampung Rawa Sugi dan Kampung
Walal, Kabupaten Sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

Desa di Distrik Salawati
in kontribusi dana desa di

<. Sebagai penambah wawasan mengenai pengelolaan dana desa.
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